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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Pelaksanaan perjanjian pemasangan KWH 900 antara Biro PLN dan 

Masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Riau 

dilakukan secara tertulis bersifat dibawah tangan atau perjanjian yang 

tidak didaftarkan dinotaris atau pejabat yang berwenang. Dalam isi 

perjanjian yang telah tertuang disurat perjanjian tersebut menerangkan 

bahwa pihak Biro PLN menjanjikan akan memasangkan KWH 900 di 

rumah Masyarakat. Namun kenyataannya berbeda, pihak pertama 

melakukan wanprestasi dengan memberikan atau memasangkan KWH 

1300 dirumah para Masyarakat. Tanpa memberikan ganti rugi kepada 

pihak kedua. Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999, pasal 7 (g) menyatakan 

bahwasanya pelaku usaha harus memberikan konvensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

pemasangan KWH 900 antara Biro PLN dengan masyarakat di Kecamatan 

Bangko Pusako harus memiliki atau menunjukan surat keterangan tidak 

mampu dari kepala desa dimana ia tinggal. Ditambah lagi mucul biro-biro 

PLN yang lain menawarkan jasa untuk pemasangan KWH 900.  
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B.   Saran 

Berdasarkan analisa penulis terhadap hasil penelitian ini ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, 

antara lain : 

1. Pihak  biro seharusnya tidak melakukan wanprestasi dengan memasangkan 

atau memberikan KWH 1300 dirumah Masyarakat dan kedua belah pihak 

saling mematuhi aturan yang ada dalam perjanjian tersebut karena 

perjanjian tersebut adalah undang-undang yang sah bagi mereka yang 

membuatnya serta apabila melakuakan suatu perjanjian baru lagi 

seharusnya dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 

2. Pihak yang melakukan wanprestasi seharusnya membayar ganti rugi 

terhadap pihak yang dirugikan sesuai kesepakatan bersama. 

3. Para pihak seharusnya musyawarah terlebih dahulu apabila ingin merubah 

isi perjanjian. 

 

 

 

 

 


